JETBUS Journal of Education Transportation and Business
E-ISSN: 3062-8121 P-ISSN: 3062-813X
Vol. 1 No. 2 Desember 2024

%

Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia:
Implikasi Terhadap Keadilan Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Marleen Natania! Gracia Suha Marifa2
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesial2
Email: marleen.205230167@stu.untar.ac.id! gracia.205230166@stu.untar.ac.id?

Abstrak

Kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki peran sentral dalam mencapai keadilan sosial dan
mendukung pembangunan ekonomi nasional. Keadilan sosial, sebagai salah satu tujuan utama sistem
perpajakan, menuntut adanya distribusi beban pajak yang adil di antara masyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak dipungut berdasarkan asas
kemampuan membayar, yang berarti bahwa individu atau badan usaha dikenakan pajak sesuai dengan
kemampuan finansial mereka. Meskipun demikian, tantangan hukum yang signifikan, seperti
kompleksitas regulasi, ketidakpatuhan pajak, dan korupsi dalam administrasi perpajakan,
menghambat implementasi kebijakan ini. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mengurangi
pendapatan negara, yang berimplikasi negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan
publik. Selain itu, ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat merusak kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang mencakup
penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, dan penegakan hukum yang tegas untuk
menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan
kebijakan perpajakan dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi suatu negara.
Di Indonesia, kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara,
tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang
lebih luas, termasuk keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Namun, tantangan dalam
implementasi kebijakan perpajakan sering kali menjadi penghalang untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan
perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat
serta tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Pertama, keadilan sosial
menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Dalam konteks perpajakan,
keadilan sosial dapat dilihat dari bagaimana beban pajak dibagikan di antara warga negara.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa pajak
harus dipungut berdasarkan asas kemampuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat
banyak persoalan terkait distribusi beban pajak yang tidak merata. Misalnya, kelompok
masyarakat yang berpenghasilan rendah sering kali menghadapi beban pajak yang lebih tinggi
secara proporsional dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Ini
menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya
mampu menjamin keadilan sosial di masyarakat.

Selain itu, adanya celah hukum dan penghindaran pajak oleh sebagian pelaku usaha juga
menjadi tantangan tersendiri. Hukum perpajakan yang kompleks dan sering Kkali
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diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak dapat memunculkan peluang bagi
penghindaran pajak. Hal ini mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak negara,
yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pendapatan
pajak yang cukup, pemerintah akan kesulitan dalam membiayai program-program
pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan
perpajakan yang ada agar dapat lebih baik dalam menjamin keadilan sosial dan mendorong
pembangunan ekonomi. Selanjutnya, tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi
kebijakan perpajakan juga perlu mendapat perhatian. Tantangan ini meliputi aspek hukum
yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, mekanisme penegakan hukum, serta
kapasitas dan integritas institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan perpajakan.
Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum dan birokrasi yang rumit dapat menghambat
pelaksanaan kebijakan perpajakan. Misalnya, sering terjadi ketidakjelasan dalam peraturan
pajak yang menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
Selain itu, terdapat juga isu tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan
petugas pajak yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Di sisi lain, tantangan hukum dalam kebijakan perpajakan juga berimplikasi langsung
terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tanpa adanya kejelasan dan kepastian hukum,
investor akan enggan untuk menanamkan modal mereka, yang pada akhirnya dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan yang tidak adil atau
tidak efektif dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya
dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang
komprehensif untuk mengatasi tantangan hukum dalam kebijakan perpajakan, termasuk
peninjauan kembali peraturan perpajakan yang ada, penguatan kapasitas lembaga perpajakan,
dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, kajian tentang
kebijakan perpajakan di Indonesia harus melibatkan analisis mendalam terhadap
pengaruhnya terhadap keadilan sosial dan tantangan hukum yang dihadapi. Hal ini penting
tidak hanya untuk memahami dinamika yang ada, tetapi juga untuk merumuskan langkah-
langkah strategis dalam reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif. Dengan
demikian, diharapkan kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak hanya mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai
alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kebijakan
perpajakan, keadilan sosial, dan tantangan hukum, diharapkan dapat tercipta suatu sistem
perpajakan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Mempengaruhi Keadilan
Sosial Di Masyarakat, Dan Sejauh Mana Hukum Perpajakan Dapat Memastikan Distribusi
Yang Adil Dari Beban Pajak?

2. Bagaimana Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan
Di Indonesia, Dan Bagaimana Tantangan Tersebut Berdampak Pada Pembangunan
Ekonomi Nasional?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Mempengaruhi Keadilan Sosial Di
Masyarakat, Dan Sejauh Mana Hukum Perpajakan Dapat Memastikan Distribusi Yang
Adil Dari Beban Pajak
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Kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai
keadilan sosial dan memastikan distribusi yang adil dari beban pajak. Keadilan sosial
merupakan salah satu tujuan utama yang diharapkan dari penerapan sistem perpajakan, yang
tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk
mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum
perpajakan di Indonesia harus mampu mendukung upaya tersebut melalui berbagai regulasi
dan kebijakan yang adil dan transparan. Salah satu dasar hukum yang menjadi pijakan dalam
kebijakan perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (PPh). Dalam undang-undang ini, diatur tentang pemungutan pajak
berdasarkan asas kemampuan membayar, yang berarti bahwa pajak harus dipungut dari wajib
pajak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial
yang menekankan bahwa setiap individu atau badan usaha harus membayar pajak
berdasarkan proporsi pendapatan mereka. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang
memiliki penghasilan lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar
dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Namun, meskipun prinsip ini
sudah diatur dalam undang-undang, masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama dalam mencapai keadilan sosial melalui kebijakan
perpajakan adalah ketidakmerataan dalam distribusi beban pajak. Masyarakat yang
berpenghasilan rendah sering kali terbebani oleh pajak yang lebih tinggi secara proporsional,
karena mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang
jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun
hukum perpajakan telah menetapkan prinsip keadilan, implementasinya sering kali tidak
berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti ketidakpatuhan
pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan dasar hukum
mengenai pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Undang-Undang ini menekankan
pentingnya kepatuhan wajib pajak dan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
wajib pajak. Namun, upaya penegakan hukum ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor,
termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Situasi ini
menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung keadilan sosial, tantangan
dalam penegakan hukum dan integritas institusi menjadi hambatan signifikan dalam
menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan perpajakan dapat
memengaruhi ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan
adalah masalah yang kompleks dan multifaset, yang tidak hanya disebabkan oleh kebijakan
perpajakan tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti akses pendidikan, kesehatan, dan
lapangan kerja. Namun, kebijakan perpajakan yang tidak adil dapat memperburuk
ketimpangan ini. Misalnya, adanya celah-celah hukum yang memungkinkan penghindaran
pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan
pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi
masyarakat. Di sinilah pentingnya peran hukum perpajakan dalam memastikan distribusi
yang adil dari beban pajak. Peraturan perpajakan yang lebih progresif, di mana tarif pajak
meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, dapat menjadi salah satu solusi untuk
menciptakan keadilan sosial. Di beberapa negara, sistem perpajakan yang progresif telah
terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Di Indonesia, hal ini juga telah
diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana terdapat tarif pajak yang berbeda-
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beda berdasarkan tingkat penghasilan. Namun, implementasi dari sistem ini sering kali tidak
optimal, mengingat adanya celah hukum dan kurangnya pengawasan yang ketat.

Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi isu yang
sangat penting dalam mencapai keadilan sosial. Masyarakat perlu diberikan informasi yang
jelas mengenai penggunaan pajak yang mereka bayarkan, termasuk alokasi anggaran untuk
program-program sosial dan pembangunan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan
lebih memahami dan menghargai kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kepatuhan pajak. Ini juga penting untuk menciptakan kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat, yang merupakan fondasi bagi keberhasilan kebijakan
perpajakan. Dalam konteks tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu dicermati. Pertama,
kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban mereka. Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi, ditambah dengan
perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam undang-undang perpajakan, menciptakan
kebingungan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk
menyederhanakan peraturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh
masyarakat. Kedua, isu korupsi di kalangan petugas pajak juga menjadi tantangan serius yang
mengancam keadilan dalam sistem perpajakan. Ketidakjujuran dan penyalahgunaan
wewenang dapat mengakibatkan penghindaran pajak, di mana wajib pajak yang memiliki
koneksi tertentu dapat memperoleh perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan wajib
pajak biasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai
hak dan kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Banyak
masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya mengenai kewajiban perpajakan mereka, yang
berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu
berupaya untuk meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, agar mereka lebih
memahami pentingnya membayar pajak dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan dapat
digunakan untuk kepentingan bersama. Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan yang
diterapkan di Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perpajakan perlu diperkuat dan diterapkan
secara adil dan transparan. Reformasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif, penguatan
institusi perpajakan, dan peningkatan transparansi serta edukasi mengenai perpajakan
merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan distribusi yang
adil dari beban pajak dan mendukung tercapainya keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan
perpajakan tidak hanya dapat berkontribusi pada pendapatan negara tetapi juga dapat
menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Di
Indonesia, Dan Bagaimana Tantangan Tersebut Berdampak Pada Pembangunan
Ekonomi Nasional

Kebijakan perpajakan di Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam
pembangunan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang
digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga
kesehatan dan pendidikan. Namun, meskipun pentingnya pajak bagi pembangunan,
implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang
dapat mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan serta dampaknya terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai tantangan hukum yang dihadapi
dalam implementasi kebijakan perpajakan, serta bagaimana tantangan tersebut berdampak
pada pembangunan ekonomi nasional. Salah satu tantangan hukum yang paling menonjol
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adalah kompleksitas regulasi perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah dua peraturan yang menjadi dasar hukum dalam
sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun kedua undang-undang ini telah memberikan
kerangka kerja yang jelas bagi pemungutan pajak, banyaknya regulasi yang harus dipatuhi dan
seringnya perubahan yang dilakukan dapat menciptakan kebingungan di kalangan wajib pajak.
Misalnya, setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan baru atau melakukan
amandemen terhadap peraturan yang sudah ada. Hal ini dapat menyulitkan wajib pajak,
terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memenuhi kewajiban perpajakan
mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan pajak dan berdampak negatif pada
pendapatan negara.

Selain kompleksitas regulasi, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi
kebijakan perpajakan adalah ketidakpatuhan pajak yang tinggi. Meskipun pemerintah telah
menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggaran pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban mereka. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (D]JP), tingkat
kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dengan persentase wajib pajak yang
melaporkan pajak mereka jauh di bawah standar internasional. Salah satu penyebab utama
ketidakpatuhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban
perpajakan. Banyak individu dan pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya membayar
pajak dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk
layanan publik. Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat cenderung menganggap pajak
sebagai beban yang harus dihindari, dan ini dapat menghambat penerimaan pajak yang
diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, isu korupsi dalam administrasi
perpajakan juga menjadi tantangan serius. Korupsi dapat mengakibatkan penghindaran pajak
oleh wajib pajak yang memiliki koneksi politik atau ekonomi tertentu. Sebagai contoh, kasus-
kasus yang melibatkan penyuapan atau gratifikasi kepada petugas pajak sering kali
mengganggu integritas sistem perpajakan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi acuan hukum yang
diharapkan dapat menanggulangi praktik korupsi. Namun, meskipun ada upaya hukum,
tantangan dalam penegakan hukum dan ketidakberdayaan lembaga penegak hukum sering kali
membuat kasus korupsi ini tidak terungkap. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan negara
tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Kendala lain yang sering dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan adalah
minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal
Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak sering kali
kekurangan pegawai yang terlatih dan berpengalaman. Hal ini berdampak pada kualitas
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, yang dapat menurunkan tingkat kepuasan dan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pajak agar mereka dapat melaksanakan
tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penggunaan
teknologi dalam administrasi perpajakan juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi.
Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan
berbasis elektronik, seperti e-filing dan e-Billing, masih banyak wajib pajak yang kesulitan
dalam menggunakan teknologi ini. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan keamanan data
dan privasi wajib pajak, yang membuat banyak orang ragu untuk menggunakan sistem online.
Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
mengenai penggunaan teknologi dalam perpajakan, serta memastikan bahwa sistem yang
digunakan aman dan terjamin.
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Tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan
di Indonesia tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi pada
pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan tingginya
tingkat penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk
membiayai program-program pembangunan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat
memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk
memberikan layanan publik yang berkualitas. Sebagai contoh, kurangnya dana untuk
pembangunan infrastruktur dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tanpa infrastruktur yang memadai,
produktivitas ekonomi akan terhambat, dan ini akan menciptakan siklus negatif yang sulit
diatasi. Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang disebabkan oleh korupsi dan
ketidakpatuhan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem
hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak
dikelola dengan baik atau hanya menguntungkan segelintir orang, maka mereka cenderung
akan menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini akan menciptakan situasi di mana semakin
banyak orang yang tidak membayar pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi basis pajak
dan memperburuk ketimpangan sosial.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis
yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan
untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak.
Dengan regulasi yang lebih sederhana, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.
Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan
manfaatnya bagi masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih memahami
kewajiban mereka dan merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di bidang perpajakan
harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum dan
memastikan bahwa kasus-kasus korupsi ditangani dengan serius. Selain itu, transparansi
dalam pengelolaan pajak harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana
pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan juga sangat penting.
Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pajak perlu ditingkatkan agar mereka dapat
menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Penggunaan teknologi dalam administrasi
perpajakan harus didorong, dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi wajib pajak
dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik. Secara keseluruhan, tantangan
hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia sangat
berpengaruh pada pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya langkah-langkah yang
tepat dalam mengatasi tantangan tersebut, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat
berfungsi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Melalui perbaikan sistem perpajakan, bukan
hanya pendapatan negara yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan sistem hukum akan semakin kuat, menciptakan iklim yang kondusif untuk
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan perpajakan di Indonesia memegang peranan krusial dalam mewujudkan
keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui sistem perpajakan
yang adil dan transparan, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di
masyarakat. Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tantangan
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dalam implementasi kebijakan perpajakan, seperti kompleksitas regulasi, ketidakpatuhan
pajak, dan korupsi, tetap menghambat pencapaian tujuan tersebut. Rendahnya kepatuhan
pajak berdampak langsung pada pendapatan negara, yang sangat penting untuk membiayai
berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan,
peningkatan edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi
untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dengan langkah-langkah
tersebut, diharapkan kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan
negara tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan
sejahtera, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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